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PENDAHULUAN

Anak angkat memiliki dua
jenis yaitu pertama seseorang yang
memelihara anak orang lain yang
kurang mampu untuk dididik, dan
disekolahkan  pada  pendidikan
formal, pemeliharaan seperti ini
hanyalah sebagai bantuan biasa, dan
sangat dianjurkan dalam agama islam,
dan hubungan pewarisan antara
mereka  tidak ada. Kedua,
mengangkat anak yang dalam Islam
disebut Tabanni atau dalam Hukum
positif disebut sebagai Adopsi. orang
tua yang mengangkat anak ini
mengangap sebagai keluarga dalam
segala hal.(Afriyanto & Said, 2015)

Dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak, anak angkat adalah anak yang
anaknya dialihkan dan dilingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali
yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut kedalam lingkungan keluarga
orang tua angkatnya berdasarkan
putusan  pengadilan.  Sedangkan
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
anak angkat adalah anak yang dalam
hal pemeliharaan untuk kehidupan
sehari-hari, biaya pendidikan dan

sebagainya beralih tanggung

jawabnya dari orang tua asalnya pada
orang tua angkatnya berdasarkan
putusan pengadilan.(Yuniarsih et al.,
2022)

Di dalam KUHPerdata tidak
mengenal yang namanya anak angkat.
Di sana hanya dijelaskan tentang anak
luar kawin. Di mana ketika ada
pengakuan terhadap anak luar kawin,
maka timbullah hubungan perdata
antara si anak dengan bapak atau
ibunya.Hubungan antara si anak
dengan orangtua kandungnya pun
menjadi terputus. Anak yang telah

diakui oleh orang lain pun dalam

pasal 289 KUHPer tidak
diperbolehkan  menyelidiki  siapa
bapak dan ibu  kandungnya.
Berdasarkan ~ Undang-  Undang

Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43
ayat 1 dan 2, anak luar kawin hanya
bisa mempunyai hubungan
keperdataan dengan ibu atau keluarga
ibunya, maka masalah waris pun anak
luar kawin hanya bisa mendapat dari
ibu atau keluarga dari ibunya
sebagaimana dalam Pasal 43 berikut :
(Ferlinda Ayu Oktafila, Muzayanah,
S.H., 2017)

1. Anak vyang dilahirkan diluar

perkawinan hanya mempunyai
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hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1)
di atas selanjutnya akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 54

Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 vyaitu,

“Pengangkatan Anak adalah suatu

perbuatan hukum yang mengalihkan

seorang dari lingkungan kekuasaan
keluarga orangtua, wali yang sah,
atau orang yang yang bertanggung
jawab atas perawatan,
pendidikan,dan membesarkan anak
tersebut, ke dalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan keputusan atau
penetapan pengadilan”, maka setelah
terjadi pengangkatan anak, semua
tanggung jawab orangtua asal beralih
kepada orangtua angkat, akan tetapi
tidak memutuskan nasab atau
hubungan darah antara si anak
dengan orangtua asal atau orangtua
kandungnya. Dalam hal waris pun, si
anak tetap bisa mendapatkan warisan
dari orangtua asalnya atau oragtua
kandungya.(Ferlinda Ayu Oktafila,

Muzayanah, S.H., 2017)

Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak yang mengatur didalamnya
berkaitan dengan anak angkat. Pada
peraturan tersebut ditetapkan bahwa
adanya putusan pengadilan menjadi
dasar penetapan yang bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum yang
bermuara pada terciptanya ketertiban
dan keadilan dalam masyarakat.
Karena di mata hukum pengangkatan
anak (adopsi) hanya bisa
dilaksanakan untuk meningkatkan
kesejahteraan anak itu  sendiri.
Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 PP
No. 54 Tahun 2017 tentang
pengangkatan anak, adopsi
merupakan suatu tindakan hukum
yang dapat memindah alihkan dari
lingkungan sebelumnya yang belum
dalam penguasaan orang tua atau wali
atau orang lain yang bertanggung
jawab dalam lingkup pertanggung
jawaban yaitu perawatan, pendidikan
dan membesarkan anak di lingkup
orang tua angkat. Pengaturan lainnya
juga terdapat dalam pasal 1 angka 2
Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor
110/HUK/2009 tentang persyaratan
pengangkatan anak yang mengatur
mengenai pengertian yang sama
terhadap pengangkatan
anak.(Yuniarsih et al., 2022)
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada tulisan
ini adalah Yuridis Normatif yang
bersifat kualitatif yaitu penelitian
yang mengacu pada norma hukum
yang terdapat dalam perundang-
undangan dan norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Sifat
penelitian menggunakan
menggunakan metode  Deskriptif
Analitis,dimana  informasi  yang
diperoleh akan diolah kemudian
disajikan dalam bentuk penjelasan
atau uraian, bukan berupa tabel atau
angka-angka. Analisis data
menggunakan pendekatan kualitatif
terhadap data primer dan data

sekunder.

PEMBAHASAN

Secara normatif, anak angkat
tidak mendapatkan warisan karena
sebab menjadi ahli waris harus
memiliki hubungan darah dengan
pewaris, baik hubungan darah karena
keturunan atau sebab
perkawinan.(Bachtiar &
Wahjoehono, 2023)

Pada dasarnya memberikan
wasiat itu merupakan tindakan
Ikhtiyan'yah, yakni suatu tindakan
yang dilakukan atas dorongan
kemauan sendiri dalam keadaan
bagaimanapun. Dengan demikian,
pada dasarnya seseorang itu bebas
apakah membuat atau tidak membuat
wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama
berpendapat bahwa kebebasan untuk
membuat wasiat atau tidak itu hanya
berlaku untuk orang yang bukan
kerabat dekat. Meskipun pada suatu
saat antara penggantian tempat dan
wasiat Wajibah menunjukkan
kesamaan, akan tetapi banyak sekali
perbedaan antara keduanya.
Perbedaan itu muncul karena dasar
tolak pikiran yang tidak sama antara
Wajibah

merupakan pranata untuk mengatasi

keduanya. Wasiat

satu jenis persoalan, sedangkan
penggantian  tempat  merupakan
pranata untuk mengatasi persoalan
yang bersifat
menyeluruh.(Kurniawan, 2016)
Proses pengangkatan anak
mengakibatkan ketentuan hukum
baru, dimana jika terjadi sesuatu
musibah dan mengakibatkan

kematian terhadap orang tua angkat
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tersebut maka akan terjadi perubahan
sosial tentang pembagian harta
warisan yang ditinggalkan.
Kedudukan anak angkat / orang tua
angkat pada hukum waris yang di atur
dalam Hukum adat keduanya adalah
ahli waris yang saling mewarisi dan
menurut Kompilasi Hukum Islam
anak angkat/orang tua angkat berhak
mendapatkan wasiat wajibah
sebanyak 1/3 apabila anak angkat
tidak menerima warisan. Sementara
Kitab Undang undang Hukum
Perdata pasal 832 dan dalam hukum
Islam keduanya tidak termasuk ahli
waris.(Risdianto, 2017)
Pengangkatan  anak  di
Indonesia diatur dengan beberapa
instrumen  hukum.  Diantaranya
adalah SEMA No. 6 Tahun 1983 ,
undang-undang No. 23 Tahun 2002
dan diikuti dengan aturan regulasi
berupa PP No. 54 Tahun 2007
Tentang Tata Cara  Sahnya
Pengangkatan Anak. Dalam KUH
Perdata (BW) anak angkat masuk
dalam anak luar kawin yang
kemudian diangkat menjadi anak
yang harus tertuang dalam suatu
bentuk akta Notaris yang tertera

dalam pasal 10 Staatblad No. 129

Tahun 1927. Dalam Staatblad No.
129 tahun 1927, akibat hukum dari
pengangkatan anak adalah anak
tersebut secara hukum memperoleh
nama dari bapak angkat. Anak
tersebut dijadikan sebagai anak yang
dilahirkan dari perkawinan orang tua
angkatnya dan menjadi ahli waris
orang tua angkatnya. Jadi, seorang
anak di luar kawin pun yang telah
diakui dan disahkan secara hukum
dianggap sah sebagai anak angkat
sekalipun ia didasarkan pada
penetapan pengadilan (pengangkatan
anak secara undang-undang) ataupun
diangkat berdasarkan nilai adat
istiadat masyarakat setempat.
Penerapan dalam perundang-
undangan di Indonesia, menunjukkan
bahwa eksistensi anak angkat dalam
kaca mata hukum Negara Indonesia
adalah sama dan setara dengan anak
kandung. hingga dalam mendapatkan
fasilitas dari orang tua meskipun
orang tua angkat adalah sama, dengan
catatan si anak sudah melewati suatu
proses administrasi yang ditetapkan
dalam undang-undang. Sedangkan
dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI), peraturan yang digunakan dan

menjadi rujukan dalam penentuan
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hukum dalam masalah hak anak
adopsi menegaskan bahwa antara
anak angkat dengan orang tua

angkatnya tidak ada hubungan

kewarisan. Sebagai solusi
psengakuan ~ mengenai  baiknya
Lembaga pengangkatan anak

tersebut, maka hubungan antara anak
angkat dengan orang tua angkatnya
dikukuhkan  dengan  perantaraan
wasiat atau wasiat wajibah. Untuk
membedakannya dengan kedudukan
ahli waris, pengaturan anak angkat ini
diatur dalam Bab V tentang wasiat
dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Wasiat wajibah adalah
tindakan yang dilakukan oleh
penguasa atau hakim sebagai aparat
negara untuk memeriksa atau
memberi putusan wajib wasiat bagi
orang yang telah meninggal yang
diberikan pada orang tertentu. Hal
tersebut disebut wasiat wajibah

karena :(Yuniarsih et al., 2022)

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi
pemberi wasiat dan munculnya
kewajiban  melalui  peraturan

perundang-undangan atau putusan

pengadilan tanpa bergantung pada
kerelaan orang yang berwasiat dan

persetujuan ahli waris.

2.  Ada

kemiripannya  dengan
ketentuan pembagian harta pusaka
dalam penerimaan laki-laki dua kali
lipat bagian perempuan.
Dalam perspektif Kompilasi
Hukum Islam (KHI), wasiat dapat
diberikan secara lisan atau tertulis.
Pemberian  wasiat juga dapat
dibatalkan bilamana calon penerima
wasiat telah melakukan perbuatan
yang dapat menggugurkan sebagai
calon penerima wasiat. Ketentuan
tersebut sudah diatur dalam pasal 197
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
Hak waris anak angkat yang
dilaksanakan melalui wasiat wajibah
harus terlebih dahulu dilaksanakan
dibandingkan pembagian warisan
terhadap anak kandung atau ahli
waris. Aturan yang menjadi landasan
hukumnya terdapat dalam pasal 175
KHI. Pasal tersebut menjelaskan
tentang kewajiban ahli waris terhadap
pewaris, dimana salah satu kewajiban
tersebut terdapat kewajiban untuk
menunaikan segala wasiat dari
pewaris. Wasiat ini harus tetap
dilaksanakan baik diucapkan atau
dikehendaki maupun tidak oleh orang
yang meninggal dunia. Landasan

yang bisa digunakan untuk menjadi
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aturan mengenai wasiat wajibah
terhadap anak angkat sebagaimana
diatur dalam pasal 209 KHI sebagai
bagian dari figh hanyalah melalui
metode ijtihad istishab, urf dan
istihsan. Peraturan pemberian wasiat
wajibah terhadap anak angkat melalui
wasiat wajibah ini sesungguhnya
dianggap baru apabila dikaitkan
dengan figh tradisional. Bahkan
peraturan perundang-undangan

mengenai kewarisan yang berlaku di

berbagai Negara Islam. Adapun

pemberian wasiat harus memenuhi
dua syarat yaitu :

1. Yang wajib menerima wasiat bukan
ahli  waris. Jika dia berhak
menerima pusaka walaupun sedikit,
tidaklah  wajib  wasiat dibuat
untuknya.

2. Orang yang meninggal baik kakek
maupun nenek belum memberikan
kepadad anak yang wajib dibuat
wasiat jumlah diwasiatkan dengan
jalan yang seperti hibah
umpamanya dan jika dia telah
memberikan  kurang  daripada

jumlah  wasiat wajibah  maka

wajiblah disempurnakan pada saat

itu.

Pengaturan tentang Hukum
Waris yang berlaku di Indonesia
sampai saat ini berlaku 3 sistem
hukum, yaitu waris menurut Hukum
Adat yang mengacu pada sistem yang
berlaku pada masing-masing
masyarakat adat, waris menurut
Hukum Islam yang mengacu pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
mengatur tentang pembagian warisan
menurut Islam, dan waris menurut
Hukum perdata (BW) yang mengacu
pada hukum perdata atau undang-
undang peninggalan Belanda
Wetboek). Dalam

menentukan sistem hukum mana

(Burgelijk

yang akandigunakan oleh hakim
dalam memutuskan sengketa waris,
mengacu pada kemauan para pihak
karena semua sistem tersebut berlaku
sampai sekarang. Apabila warga
negara yang beragama Islam, bisa
menggunakan sistem hukum Islam
yaitu KHI dalam penentuan masalah
waris atau bisa juga menggunakan
hukum adat dan bagi orang yang non
muslim bisa menggunakan hukum
perdata atau BW dalam penyelesaian
sengketa waris tersebut.(Yuniarsih et
al., 2022)
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Dalam penentuan putusan
bagian warisan bagi anak angkat juga
menggunakan yurisprudensi sebagai
acuan hukum yang digunakan dalam
menentukan bagian waris anak
adopsi. Yurisprudensi merupakan
putusan-putusan  hakim terdahulu
yang telah berkenan dengan hukum
tetap dan diikuti oleh para hakim atau
badan pengadilan lain  dalam
memutuskan perkara atau kasus yang
sama. Kaidah yurisprudensi yang
digunakan hakim dalam penentuan
bagian harta untuk anak angkat yaitu
Putusan Mahkamah Agung No. 245
K/AG/1997 tetang hak mewarisi anak
dengan kaidah hukum “sesuai dengan
ketentuan pasal 209 KHI bahwa anak
angkat berhak maksimal 1/3 bagian
harta  peninggalan orang tua
angkatnya
wajibah.(Yuniarsih et al., 2022)

Ketentuan Pasal 209 KHI

bahwa seorang anak angkat berhak

sebagai wasiat

maksimal  1/3  bagian  harta
peninggalan orang tua angkatnya
sebagai suatu wasiat wajibah. Surat
kuasa khusus yang tidak memenuhi
syarat yang ditentukan Undang-
Undang karena cap jempol yang

dibubuhkan pada surat kuasa oleh

pemberi kuasa yang buta huruf tidak
dilakukan  di

camat/notaris/hakim, maka surat

hadapan  pejabat

kuasa yang demikian itu masih dapat
diterima oleh hakim, karena pemberi
kuasa tersebut telah ikut hadir dalam
persidangan  pengadilan  agama,
bersama dengan
kuasa.(Subiyanti et al., 2019)

Wasiat wajibah dalam KHI

diperuntukan kepada anak angkat

penerima

yang orang tua angkatnya meninggal
tanpa wasiat, atau sebaliknya untuk
orang tua angkat yang anak angkatnya
meninggal tanpa wasiat. Dalam Pasal
209 ayat (1) dan ayat (2) KHI
ditetapkan: (1) Harta peninggalan
anak angkat dibagi berdasarkan Pasal
176 sampai dengan Pasal 193 tersebut
di atas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat
diberikan wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan
anak angkat. (2) Terhadap anak
angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah sebayak
banyaknya 1/3 dari harta warisan
orang tua angkatnya.27 Berdasarkan
aturan ini, orang tua angkat atau anak
angkat tidak akan memperoleh hak

kewarisan, karena dia bukan ahli
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waris. Dalam Kompilasi Hukum
Islam orang tua angkat secara serta
merta dianggap telah meninggalkan
wasiat maksimal 1/3 dari harta yang
ditinggalkan untuk anak
angkatnya.(Gafur, 2022)

KESIMPULAN

Kompilasi  Hukum Islam
menegaskan bahwa anak angkat atau
orang tua angkat tidak ada hubungan
mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan
mengenai baiknya lembaga
pengangkatan anak, hubungan antara
anak angkat dengan orang tua
angkatnya  dikukuhkan  dengan
perantara  wasiat atau  wasiat
wajibah.Kompilasi  hukum Islam
yang sekarang menjadi acuan oleh
Pengadilan agama bahwa anak angkat
berhak memperoleh “wasiat wajibah”
dengan syarat tidak boleh lebih dari
1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat
2 Kompilasi Hukum
Islam.(Ramdhani, 2019) KHI Pasal
209 memberikan hak Wasiat wajibah
bagi anak angkat karena adanya
kemudharatan jika tidak dilakukan.
Kemudharatan yang dimaksud adalah
anak angkat tersebut akan terlantar

jika tidak mendapatkan bagian harta

dari orang tua angkatnya.(Misno,
2017) Pemberian wasiat wajibah
dalam KHI untuk orang tua dan anak
angkat, pada dasarnya, merupakan
implementasi nilai-nilai moral dalam
masyarakat.(Gafur, 2022)

Dapatlah  dipahami bahwa
keberadaan wasiat wajibah dalam
hukum positif di Indonesia, sejak KHI
memperoleh kekuatan dan bentuk
yuridis  untuk  digunakan  dan
dijadikan rujukan para hakim dalam
praktek di Pengadilan Agama, telah
diakui clan dilaksanakan oleh para
hakim di lingkungan peradilan
agama. Pasal yang mengatur
ketentuan wasiat wajibah bagi anak/
orang tua angkat (Pasal 209) cukup
jelas.(Somawinata, 2008)

Yurisprudensi di Pengadilan
Agama juga menunjukkan bahwa
masih terdapat disparitas bagian
wasiat wajibah bagi anak angkat.
Sebagian hakim Pengadilan Agama
tidak mau repot secara serta merta
memberikan hak waris bagi anak
angkat berdasarkan wasiat wajibah
sebesar 1/3 bagian dari harta warisan
orang tua  angkatnya, tanpa
mempertimbangkan apakah

pemberian maksimal tersebut telah
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